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KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ATAS LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS PERPARKIRAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa berdasarkan Papat Pimpinan Gabungan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 17
Februari 2025 telah menyepakati pembentukan Panitia
Khusus Perparkiran DPRD Provinsi DKI Jakarta;

b. bahwa pansus perparkiran bersama eksekutif terkait telah
melaksanakan pembahasan mengenai tata kelola perparkiran
di Jakarta guna mengatasi carut marutnya persoalan
perparkiran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 dinyatakan, Panitia Khusus dapat
melaporkan pelaksanaan tugasnya sebelum akhir masa kerja
dalam rapat paripurna;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta tentang Rekomendasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta atas Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus
Perparkiran;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perparkiran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025});

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 tentang
Perparkiran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2041);

11. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat
Parkir Umum yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016
Nomor 71030);

12. Peraturan Gubernur Nomor 335 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola
Perparkiran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2016 Nomor 62232);

13. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif
Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya
Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017
Nomor 71013);

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata
Tertib (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

Memperhatikan: Rapat Paripurna DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Menetapkan

tanggal 12 November 2025;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS [IBUKOTA JAKARTA ATAS LAPORAN HASIL
PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS PERPARKIRAN.



KESATU

: Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta atas Laporan hasil pembahasan panitia
khusus perparkiran, sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta atas laporan hasil pembahasan Panitia
Khusus Perparkiran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, sebagai rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk
menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
34 Tahun 2012 tentang Perparkiran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2025
DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta

2. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta

4. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta

5. Ketua Panitia Khusus Perparkiran

6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta



